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PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 474 Tahun 2010
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN BN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG,

Menimbang . a. bahwa sehubungan dengan telah gktetaya Keputusan Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Non3oir &un
2010 tentang Persetujuan terhadap Perubahan Kedugtuian
Walikota Bandung Nomor 094 Tahun 2010 tentang MPangn
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Baradung
Tahun 2010 sebagai tindak lanjut ditetapkannya Kegaun Gubernur
Jawa Barat Nomor 978/Kep.426-Dinkes/2010 tentangtuzen
Keuangan untuk Pembangunan Bidang Kesehatan, Ksgutu
Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kep.578-Disdik/20&dtang
Bantuan Keuangan untuk Program Biaya Operasioriall&e (BOS)
Provinsi Jawa Barat pada Jenjang Pendidikan DamarMEnengah
dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 978/Kef8&&rda/
2010 tentang Bantuan Keuangan untuk PenyelenggalPadian
Olahraga Daerah Xl dan Pekan Olahraga Cacat Dd#rdtahun
2010 dan sesuai ketentuan dalam butir 14 angkaPéilaturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentangoR®&n
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeafin T
Anggaran 2010, maka sambil menunggu perubahanupPamaDaerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah t dapa
melaksanakan program dan kegiatan dimaksud dengdebih
dahulu melakukan perubahan atas Peraturan KepaebDaentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daetab a
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

b. bahwa ...



Mengingat

. bahwa Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasi&@aa Belanja

Langsung dan Belanja Tidak Langsung sebagaimaal tetcantum
dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Tahun Angg&@i0
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja DaeramTahggaran
2010 jo. Peraturan Walikota Bandung Nomor 094 Tal0ioO
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Bé&laejah Tahun
Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengaruReravalikota
Bandung Nomor 277 Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimadaiadn
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturarikétal Bandung
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan WalikotduBgnNomor
094 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Peiasamn
Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1988atey Pajak Bumi dan
Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undarmraggmtbmor
12 Tahun 2004;

. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea é&eanlHak

atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubghrd&ndang-
Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atafarnhg-
Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehdn dtks

Tanah dan Bangunan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penygdeagn

Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolasiepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuaNggara;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberakama

Negara;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembamtuk

Peraturan Perundang-undangan;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemarksa

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SistaenPanaan

Pembangunan Nasional;

9. Undang-Undang ...



9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembénta
Daerah sebagaimana telah beberapakali diubah debgaang-
undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kédas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PerubHleana
Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang fetalean
Daerah;

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta®aaltl)

11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan RakyatywabDe
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daera

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang PajakaDagan
Retribusi Daerah;

13.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentamgb&ean
Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat Il Bandurengan
Kabupaten Daerah Tingkat 1l Bandung;

14.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentangeflaan
dan  Pertanggungjawaban Keuangan Dalam  Pelaksanaan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

15.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentadudukan
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

16.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentardud{&an
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Ddvexmwakilan
Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah untuk HKetigga
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 200%ntgn
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nombal24n 2004;

17.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentamgeRdaan
Keuangan Badan Layanan Umum;

18.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentaramd8t
Akuntasi Pemerintah Daerabh;

19.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentamgarRan
Daerah;

20.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentangaDa
Perimbangan;

21.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentarggerti
Informasi Keuangan Daerabh;

22. Peraturan ...



22.Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentahghHKepada
Daerah;

23.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentamgeRdaan
Keuangan Daerah;

24.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentardpn®an
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

25.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentarcpnian,
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan PenasribDaérah;

26.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentamgb&gan
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintdbaerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

27.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentangtuBan
Keuangan Kepada Partai Politik;

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2@f@ang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimahadiebah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 T2007;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2@ang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Pengangdan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja OpeahsiBimpinan
DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Korasiniktensif
dan Dana Operasional;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2@f8ang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran D®RBD,
Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan PertanggunggamRéngguna
Bantuan Keuangan Partai Politik;

31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2@f%ang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan B&aejah
Tahun 2010;

32.Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 1l BagdNwmor 10
Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerapkat Il
Bandung;

33.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2@6tarng
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan étagDewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagainedah tliubah
untuk Kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kotalzg Nomor
03 Tahun 2007,

34. Peraturan ...



Memperhatikan

Menetapkan

34.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2@@€arg
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

35.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2@@tarng
Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

36.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2e@8&rg
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJ&)
Bandung Tahun 2005-2025;

37.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2@@farng
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPKIM®)
Bandung Tahun 2009-2013;

38.Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2@h€arg
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Aagg8d.0;

39. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 20atatg Tata
Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturanmardéeputusan

Walikota, dan Instruksi Walikota;

Keputusan Pimpinan DewanvBkifan Rakyat Daerah Kota Bandung
Nomor 03 Tahun 2010 tentang Persetujuan terhadap&ean Kedua
Atas Peraturan Walikota Nomor 094 Tahun 2010 tenRenjabaran
APBD Kota Bandung Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG TENTANG HEJBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BANDUNG NOMOR 094
TAHUN 2010 TENTANG PENJABARAN  ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2010

Pasal |

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bandummor 094
Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran PendapatanBdlanja
Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagaiteatadiubah
dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 277 TahtO2tentang
Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung NomorTa®un 2010
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belagsaah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2010, diubah sebagai berikut

1. Ketentuan ...



1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga keseluruhan Rasa¢njadi
berbunyi sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah................. Rp. ¥82526.157,00
b. Dana Perimbangan.................cc....... Rp.3.834.006.752,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah ., Rp. 461.707.899.108,00
Jumlah Pendapatan...............c........ Ryl 2595.432.017,00
2. Belanja Tidak Langsung
a. Belanja Pegawai ..............cccceeeeee Rp15.2407.329.569,00
b. BelanjaBunga ..........ccccceevveeeeeennn. Rp. 135.000.000,00
c. Belanja Subsidi .............ccceeeeiinnnns Rp.27.125.500.000,00
d. BelanjaHibah ..........cccccoc R@205.610.405.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial .................. Rp53.394.272.441,00
f. Belanja Tidak Terduga ................... Rp. 2.515.123.128,00

Jumlah Belanja Tidak Lamys ....Rp. 1.404.187.630.238,00

3. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai...............ccccevveeeees RA22.309.846.667,90
b. Belanja Barang dan Jasa................ R1.2.997.493.418,40
c. BelanjaModal...............cccoevvennnnes .Rp647.489.433.529,70

Rp. 1.182.796.773.616,00

Semula ... Rp. 2.461.711.591.354,00
Bertambah............ccccoii Rp. 125.272.812.500,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan ...... Rp62984.403.854,00

Surplus /(Defisit) setelah Perubahan ... BRf9(388.971.837,00)

4. Pembiayaan
a. Penerimaan
l)Semula ... Rp. 373.083.735.073,00

2) Bertambah/(Berkurang) ................. Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan.... Rp. 88335.073,00

b. Pengeluaran
1) Semula .....ccccvvvvviiiiiiiiiieeeeeeee Rp. 3.694.763.236,00

2) Bertambah/(Berkurang) ................. Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan... Rp.694.363.236,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah

Perubahan ...........cccoiiiiiiiii e Rp. 369.388.971.837,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
setelah Perubahan .............ccccoevvn. Rp. 0,00

2. Ketentuan Lampiran | diubah sehingga berbunyi saibzana
tercantum dalam Lampiran |IA yang merupakan bagiatakt
terpisahkan dari peraturan walikota ini.

3. Ketentuan ...



3. Ketentuan Lampiran Il diubah sepanjang mengenai :
a. Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan darDAseth
Kota Bandung;

b. Hibah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

c. Program kegiatan pada Dinas Kesehatan Kota Bandung.
Uraian Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dichgbada
huruf a, huruf b dan huruf ¢ sebagaimana tercardatam lampiran
[IA yang merupakan bagian tidak terpisahkan daratean Walikota

ini.
Pasal Il
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkangyp®angan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dala&mtaBDaerah

Kota Bandung.

Ditetapkandi Bandung
pada tanggal 07 Juli 2010

WKIOTA BANDUNG,
TTD.
DADA ROSADA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 07 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

EDI SISWADI
BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2010 NOMOR 36









